BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat,
dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir
kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian
daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan
perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu



Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5229);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 8) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
jenis kendaraan dan frekuensi kendaraan di
tempat parkir.

(2) Dinas teknis wajib melakukan survei potensi parkir
setiap 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ditambahkan
satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat
kepadatan parkir di tempat khusus parkir.

(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata
kendaraan yang parkir dibandingkan dengan
kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

(3) Struktur, jenis, dan besaran tarif kendaraan
vang terparkir di tepi jalan ditetapkan sebagai

berikut:
i [
Tingleat Jenis Kendaraan [ Tarif
Kepadatan
. Bermotor
Parkir

a. Alat Berat
b. Kendaraan

Tempelan/gandengan |
c. Mobil Barang truk (10

roda atau lebih)

Rp20.000,00/sekali parkir

| Rp30.000,00/sekali parkir

Rp50.000,00/ sekali parkir

d. Mobil barang truk | Rp5.000,00/sekali parkir
/Pick up dan bus {4|'




3.

'l

roda dan 6 roda)

e. Mobil Bus Rp5.000,00/sekali parkir
f. Mobil sedan, mini | Rp4.000,00/sekali parkir
bus/mabil
penumpang, dan
kendaraan lainnya

yang sejenis,
g. Kendaraan bermotor | Rp3.000,00/sekali parkir
(Bajaj, Viar, Kaisar,
Tossa/roda tiga dan
sejenisnyal)
h. Kendaraan bermotor | Rp2.000,00/sekali parkir
jenis sepeda motor

(4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun 1 (satu) kali dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni (2a) dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan
1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

(4)

Pasal 14

Retribusi  dipungut dengan  menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan.

Pengelolaan Parkir dengan Kartu berlangganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal Wajib Retribusi berlangganan tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat
Teguran.

Hasil pemungutan  retribusi  sebagaimana
disebutkan pada ayat (1) disetor secara bruto ke
kas Daerah.




(8) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan
penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang <dapat mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao

%ja:ianggal 28 liaret 2012

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 laret 2010
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

UMUM

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus berupaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang
dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah
satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan suatu
kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam
konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049).

Berdasarkan fakta empiris, pelaksanaan pungutan retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum ini belum optimal. Hal tersebut
karena dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum mengatur bahwa pungutan retribusi dengan kartu
langganan. Sebagai bentuk implementasi terhadap kebijakan retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum serta dalam rangka meningkatkan
pelayanan jasa perparkiran di Kabupaten Toraja Utara, maka perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
tersebut tentu harus dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 100



